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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Relformasi birokrasi adalah satul agelnda ultama pelmelrintah di belrbagai 

nelgara, telrmasulk Indonelsia. Relformasi ini belrtuljulan ulntulk melningkatkan 

kulalitas pellayanan pulblik, melmpelrkulat akulntabilitas, selrta melnciptakan 

birokrasi yang lelbih elfisieln dan relsponsif telrhadap kelbultulhan masyarakat. 

Di Indonelsia, ulpaya relformasi birokrasi tellah dilakulkan mellaluli belrbagai 

kelbijakan dan program yang diharapkan dapat melmpelrbaiki kinelrja 

Aparatulr Sipil Nelgara (ASN). 

Birokrasi adalah sistelm administrasi yang telrstrulktulr, dalam sistelm 

hielrarki yang jellas, dilakulkan delngan atulran telrtelntul, olelh orang-orang yang 

dipilih karelna kelmampulan dan kelahlian di bidangnya Max welbelr (1864-

1921). Birokrasi di dalam melnyellelnggarakan tulgas pelmelrintah dan 

pelmbangulnan (telrmasulk selbagai pelnyellelnggara pellayanan pulblik) dibelri 

kelsan yang selakan akan adanya prosels panjang dan belrbellit-bellit apabila 

masyarakat melnyellelsaikan ulrulsannya belrkaitan delngan pellayanan aparatulr 

pelmelrintah (Hidayat 2023). 

Birokrasi pellayanan pulblik masih melnjadi salah satul sulmbelr 

pelrmasalahan birokrasi dikarelnakan pelrilakul nelgatif yang ditulnjulkkan olelh 

aparatulr nelgara yang selcara langsulng dapat dinilai dan dilihat olelh 

masyarakat. Pelrilakul Kinerja aparatulr yang melnjadikan melntal birokrasi 

dipandang lambat, belrbellit-bellit, malas, tidak pelka, tidak inovatif selhinga 

melndorong telrciptanya citra nelgatif birokrasi yang belrbanding telrbalik 

delngan asas-asas pelnyellelnggaraan pellayanan pulblik. Pellayanan pulblik 

melrulpakan selsulatul yang tak bisa dipisahkan dari birokrasi yang ditelrima 

olelh warga pelnggulna maulpuln masyarakat selcara lulas.  

Melnulrult Kelmelntelrian Pelndayagulnaan Aparatulr Nelgara dan Relformasi 

Birokrasi (KelmelnPAN-RB), relformasi birokrasi adalah ulpaya stratelgis 

ulntulk mellakulkan pelmbaharulan dan pelrulbahan melndasar telrhadap sistelm 

pelnyellelnggaraan pelmelrintahan, khulsulsnya yang belrkaitan delngan aspelk 

kellelmbagaan, keltatalaksanaan, dan sulmbelr daya manulsia aparatulr. 
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Tuljulannya adalah ulntulk melnciptakan birokrasi pelmelrintahan yang 

profelsional, belrintelgritas, akulntabell, dan mampul melmbelrikan pellayanan 

pulblik yang belrkulalitas. Tujuan Reformasi Birokrasi menurut, KemanPAN-

RB no 25 tahun 2020, yaitu :  

• Melningkatkan Efektifitas dan Produktifitas Birokrasi: Agar birokrasi 

melnjadi lelbih elfelktif, elfisieln, transparan, dan akulntabell. 

• Melwuljuldkan tata Kellola Pelmelrintahan yang Baik (Good Govelrnancel): 

Mellaluli pelngulrangan hambatan strulktulral dan proseldulral yang 

melngganggul pellayanan pulblik. 

• Mengoptmalkan Kualitas Layanan Masyarakat :  Melmastikan 

masyarakat melndapatkan layanan yang celpat, telpat, mulrah, dan 

belrkulalitas. 

• Melningkatkan Kelpelrcayaan Pulblik: Delngan melnciptakan birokrasi 

yang belrsih dan belbas dari korulpsi, kolulsi, dan nelpotismel (KKN). 

Serta Output pelaksanannya yaitu :  

• Telrwuljuldnya pelmelrintahan yang belrsih, akulntabell, dan belrkinelrja 

tinggi. 

• Pellayanan pulblik yang prima dan belrorielntasi pada kelpulasan 

masyarakat. 

• Aparatulr nelgara yang profelsional, kompelteln, dan belrintelgritas. 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan reformasi 

birokrasi melalui regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menargetkan 

peningkatan pelayanan publik berbasis profesionalisme, efektifitas serta 

efisiensi. Di tingkat daerah, termasuk Kecamatan Pasar Minggu, 

implementasi reformasi birokrasi menjadi krusial dalam meningkatkan 

kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kepuasan masyarakat terhadap 

layanan publik. Menurut Dwight Waldo (1948) dalam teori administrasi 

publik, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan sistem 

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada 

pelayanan masyarakat. 
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Relformasi birokrasi belrtuljulan ulntulk melmpelrbaiki kinelrja birokrasi agar 

lelbih elfelktif dan elfisieln, telrciptanya birokrasi yang profelsional, neltral, 

telrbulka, delmokratis, mandiri, selrta melmiliki intelgritas dan kompeltelnsi 

dalam mellaksanakan tulgas dan tanggulng jawabnya sellakul abdi masyarakat 

dan abdi nelgara, pelmelrintah yang belrsih (Clelan Govelrnmelnt), serta 

melningkatkan kulalitas pellayanan telrhadap masyarakat. 

Kinelrja pelgawai didelfinisikan selbagai kelmampulan pelgawai dalam 

mellakulkan selsulatul kelahlian telrtelntul. Kinelrja pelgawai sangatlah pelrlul, 

selbab delngan kinelrja ini akan dikeltahuli selbelrapa jaulh kelmampulan melrelka 

dalam mellaksakan tulgas yang dibelrikan kelpadanya (Lijan Poltak 

Sinambella, dkk),2011. 

Kinelrja belrhulbulngan delngan hasil kelrja dan pelran masing-masing yang 

tellah selsulai delngan strulktulr telrselbult. Kinelrja adalah bagaimana selorang 

diharapkan dapat belrfulngsi dan belrpelrilakul selsulai delngan tulgas yang tellah 

dibelbankan kelpadanya. Seltiap harapan melngelnai bagaimana selselorang 

haruls mellaluli sarana dalam belntulk organisasi yang digelrakkan olelh 

selkellompok orang yang belrpelran aktif. 

Kinelrja ASN melrulpakan faktor krulsial dalam melnelntulkan elfelktivitas 

pellayanan pulblik. ASN yang belrkulalitas dan profelsional akan mampul 

melmbelrikan layanan yang lelbih baik kelpada masyarakat, selmelntara kinelrja 

yang bulrulk dapat belrakibat pada relndahnya kelpelrcayaan pulblik telrhadap 

pelmelrintah. 

Prinsip kinerja Melnulrult (Denhardt and Denhardt 2000), telrdapat 

belbelrapa prinsip kinerja pellayanan pulblik dalam mellayani masyarakat 

yaitu, 

1. Mellayani, Bulkan Melngarahkan (Selrvel, Not Stelelr):ASN tidak hanya 

belrpelran selbagai pelngarah kelbijakan (stelelring) teltapi lelbih selbagai 

pellayan masyarakat. Tulgas ultama ASN adalah melmelnulhi kelbultulhan 

masyarakat, bulkan selkadar melngeljar tuljulan organisasi pelmelrintah. 

2. Belrfokuls pada Kelpelntingan Pulblik (Foculs on thel Pulblic Intelrelst): 

Delnhardt dan Delnhardt melnelkankan bahwa ASN haruls belkelrja ulntulk 

melncapai kelseljahtelraan masyarakat selcara kolelktif. Kelpelntingan 
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pulblik melnjadi prioritas ultama, bulkan kelulntulngan individul ataul 

kellompok telrtelntul. 

3. Melnghormati Warga Nelgara selbagai Pelmilik Kelpelmelrintahan (Relspelct 

Citizelns as Ownelrs of thel Govelrnmelnt): Warga nelgara dipandang 

selbagai pelmilik sah dari pelmelrintahan, selhingga ASN haruls 

melnghormati, melndelngarkan, dan mellibatkan melrelka dalam prosels 

pelngambilan kelpultulsan. Partisipasi masyarakat adalah inti dari 

pellayanan pulblik. 

4. Belrorielntasi pada Nilai-Nilai Delmokrasi (Think Stratelgically, Act 

Delmocratically): ASN pelrlul belkelrja selcara stratelgis delngan 

melmpelrtimbangkan nilai-nilai delmokrasi selpelrti transparansi, 

partisipasi, dan akulntabilitas. Seltiap kelpultulsan yang diambil haruls 

melncelrminkan nilai-nilai telrselbult. 

5. Melmbanguln Hulbulngan Komulnitas (Bulild Collaborativel 

Rellationships): ASN haruls belrpelran dalam melmbanguln kolaborasi 

delngan belrbagai pelmangkul kelpelntingan, telrmasulk masyarakat, 

organisasi non-pelmelrintah, dan selktor swasta. Pelndelkatan kolaboratif 

ini melmulngkinkan pellayanan yang lelbih inklulsif dan elfelktif. 

6. Melngakuli Komplelksitas Akulntabilitas (Relcognizel Accoulntability 

Complelxity): Akulntabilitas dalam pellayanan pulblik tidak hanya kelpada 

atasan, teltapi julga kelpada masyarakat, hulkulm, dan nilai-nilai eltika. 

ASN haruls mampul melngellola belrbagai dimelnsi akulntabilitas ini 

delngan baik. 

7. Mellayani delngan Intelgritas dan Kelpelrcayaan (Selrvel with Intelgrity and 

Trulst): ASN haruls melnjalankan tulgas delngan pelnulh intelgritas dan 

melmbanguln kelpelrcayaan masyarakat mellaluli tindakan yang juljulr, adil, 

dan belrtanggulng jawab. 

8. Melndorong Partisipasi Pulblik (Elncoulragel Pulblic 

Participation):Delnhardt dan Delnhardt melnelkankan pelntingnya 

mellibatkan masyarakat dalam pelngambilan kelpultulsan pulblik. Delngan 

partisipasi yang lulas, kelbijakan yang dihasilkan akan lelbih rellelvan dan 

ditelrima olelh masyarakat. 
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9. Pelningkatan Mutu Layanan (Promotel Qulality Selrvicel): ASN haruls 

telruls belrulsaha melningkatkan kulalitas pellayanan kelpada masyarakat. 

Hal ini melncakulp kelcelpatan, keltelpatan, kelramahan, dan akselsibilitas 

layanan. 

Oleh sebab itu prinsip – prinsip kinerja Aparatur Sipil Negara menjadi 

dasar yang bertujuan untuk  memastikan bahwa setiap kinerja pegawai 

aparatur sipil negara bekerja secara efektif, efisien, dan berorientasi pada 

hasil agar memberikan output yang baik terhadap kinerja layanan terhadap 

masyarakat. Kinelrja Pelayanan ASN yang optimal sangat pelnting ulntulk 

melwuljuldkan pellayanan pulblik yang belrkulalitas. Dalam kontelks ini, pelnting 

ulntulk melngidelntifikasi dampak dari relformasi birokrasi, telrultama dalam hal 

pelningkatan kinelrja ASN dan bagaimana hal ini belrdampak pada kulalitas 

pellayanan yang dibelrikan kelpada masyarakat. 

Kelcamatan Pasar Minggul, selbagai salah satul ulnit pelmelrintahan di 

Jakarta Sellatan, melnjadi objelk pelnellitian yang layak untuk diteliti. Oleh 

karena itu berikut adalah Struktur oragnisasi di Kecamatan Pasar Minggu, 

berdasarkan PERGUB 57 tahun 2022, struktur organisasi Kecamatan 

menunjukkan hierarki jabatan dan pembagian tugas yang sistematis. Camat, 

sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kecamatan, bertanggung jawab atas 

pengelolaan pemerintahan di wilayahnya. Dalam menjalankan tugasnya, 

Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengoordinasikan berbagai 

bagian, seperti Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian 

Perencanaan dan Anggaran, serta Sub Bagian Keuangan. Selain itu, terdapat 

beberapa seksi yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pelayanan 

publik, seperti Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban, Seksi 

Kesejahteraan Rakyat, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, serta Seksi Dinas 

Kecamatan yang berperan dalam mengoordinasikan layanan administrasi 

pemerintahan. 

 Dengan tupoksi dan fenomena yang terjadi. Berikut adalah tupoksi 

Kecamatan Pasar Minggu : 
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a. Visi  

Melwuljuldkan Wilayah Kelcamatan Pasar Minggul yang Nyaman selrta 

Masyarakat yang Seljahtelra, Belrmartabat dan Belrbuldaya. 

b. Misi 

• Melningkatkan Profelsionalismel dan Multul Pellayanan Masyarakat. 

• Melmpelrtahankan wilayah Kelcamatan Pasar Minggul selbagai 

Daelrah Relsapan Air, yang dihulni olelh Mayarakat yang Seljahtelra, 

Belrmartabat dan Belrbuldaya. 

c. Tugas Pokok 

Tulgas pokok kelcamatan adalah melngoordinasikan pelnyellelnggaraan 

pelmelrintahan, keltelntraman dan keltelrtiban ulmulm, pellayanan pulblik, 

dan pelmbelrdayaan masyarakat. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kecamatan Pasar Minggu, 

terdapat permasalahan pelayanan yakni tumpang tindihnya pekerjaan 

pegawai serta banyak nya kegiatan lapangan seperti rapat atau peninjauan 

dilapangan menyebabkan kualitas pelayanan publik tidak optimal, karena 

pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tersebut hanya menerima 

berkas yang masuk saja tetapi bagi staff pegawai Seksi Pemerintahan yang 

menangani pelayanan staff seksi pemerintahan akan mundur dari jadwal 

penyelesaian sekitar 1 sampai 2 hari dari keseluruhan. Serta kurangnya 

SDM pegawai staff di pemerintahan yang seharusnya ada 2, jikalau 1 yang 

berkegiatan diluar 1 lagi memback up dikantor. Dan kurangnya sosialisasi 

bagi warga yang ingin membuat Surat kepengurusan Kepindahan 

Kependudukan, serta surat izin usaha mikro, serta surat menyurat lainnya. 

Menurut data hasil penilaian SKP Pegawai di Kecamatan Pasar Minggu 

pada tahun 2024, terdapat beberapa aspek layanan yang masih perlu 

ditingkatkan yaitu, “produk spesifikasi jenis layanan” mendapatkan skor 

terendah yaitu 67%, menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan terbilang 

kurang serta masih mengalami keterlambatan dibandingkan SOP contohnya 

(yaitu pada saat masyarakat membuat surat kepindahan kependudukan 

menurut sop hanya 3 hari kerja, namun realita pelaksanannya mencapai 4 

sampai 5 hari kerja, selanjutnya “sistem mekanisme dan prosedur” 
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mendapat skor 74%, yang mencerminkan kurangnya sosialisasi pegawai 

terhadap pemahaman masyarakat mengenai tata cara pengurusan dokumen 

tertentu contohnya, (pada saat mengurus surat izin usaha mikro) realita di 

lapangan masyarakat masih belum memahami atau mengetahui tata cara 

dalam pembuatan pengurusan dokumen. Sementara itu, kompetensi 

pelaksana memperoleh skor 77%, yang menunjukkan bahwa meskipun 

cukup baik, masih ada pegawai yang belum menguasai sistem informasi 

administrasi kependudukan.  

Hasil penilaian SKP Pegawai serta fenomena yang terjadi di Kecamatan 

Pasar Minggu menunjukkan adanya kendala dalam efektivitas dan efisiensi 

pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan Reformasi Birokrasi yang 

bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, 

akuntabel, responsif, serta bertanggung jawab terhadap pelayanan 

masyarakat. Beberapa aspek yang perlu diperbaiki meliputi peningkatan 

kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola dan sistem mekanisme, 

serta peningkatan kompetensi SDM aparatur. 

Untuk mencapai pelayanan publik yang lebih optimal, perlu dilakukan 

perbaikan melalui penerapan standar pelayanan sesuai SOP, digitalisasi 

layanan, serta peningkatan kompetensi pegawai. Dengan adanya Reformasi 

Birokrasi, diharapkan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, dan 

mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

Relformasi birokrasi di tingkat Kelcamatan diharapkan dapat 

melmbelrikan dampak positif telrhadap kinelrja ASN, namuln implelmelntasinya 

selring kali melnghadapi belrbagai kelndala. Olelh karelna itul, pelnting ulntulk 

mellakulkan pelnellitian yang melndalam melngelnai pelngarulh relformasi 

birokrasi telrhadap kinelrja ASN di Kelcamatan Pasar Minggul. Pelnellitian ini 

belrtuljulan ulntulk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara reformasi 

birokrasi terhadap kinerja ASN di Kecamatan Pasar Minggu. 

Delngan latar bellakang telrselbult, pelnellitian ini diharapkan dapat 

melmbelrikan kontribulsi akadelmis dan praktis bagi pelngelmbangan birokrasi 

yang lelbih baik, selrta melnjadi aculan bagi pihak-pihak telrkait dalam 
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melrulmulskan kelbijakan yang lelbih elfelktif  serta efisen dalam melningkatkan 

kinelrja ASN di Kelcamatan pasar Minggu. 

1.2 Rumusan Masalah  

Belrdasarkan latar bellakang pelrmasalahan yang ditelmulkan olelh pelnelliti 

maka pelnelliti dapat melrulmulskan masalah yang diajulkan pelnelliti, yaitul : 

Apakah telrdapat pelngarulh relformasi birokrasi telrhadap kulalitas kinelrja 

Aparatulr Sipil Nelgara (ASN).? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam pelnellitian ini  melngeltahuli apakah telrdapat pelngarulh antara 

Relformasi Birokrasi (X) telrhadap Kinelrja Aparatulr Sipil Nelgara (Y), selrta 

solulsi yang dapat ditelrapkan ulntulk melngatasinya.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teloritis  

Selcara teloritis pelnellitian ini dapat belrkontribulsi signifikan dalam 

melmpelrkulat telori melngelnai dampak relformasi birokrasi telrhadap 

kinelrja ASN, khulsulsnya di lingkulngan 7 kellulrahan dibawah Kelcamatan 

Pasar Minggul. Delngan melnganalisis hulbulngan antara relformasi 

birokrasi dan kinelrja ASN, pelnellitian ini melmpelrkaya litelratulr 

manajelmeln pulblik dan administrasi nelgara, selrta melmbelrikan landasan 

teloreltis yang lelbih kulat ulntulk melmahami bagaimana kelbijakan 

relformasi dapat selcara elfelktif melningkatkan kulalitas pellayanan pulblik 

di tingkat 7 Kellulrahan di bawah Kelcamatan Pasar Minggul. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Diharapkan mellaluli telmulan pelnellitian ini, dapat dijadikan selbagai 

bahan masulkan dalam ulpaya ulntulk melmelcahkan sulatul pelrmasalahan 

Relformasi Birokrasi dan Kinelrja Pellayanan Aparatulr Sipil Nelgara di 

7 Kellulrahan pada Kelcamatan Pasar minggul. 

1.5 Sistematis Penulisan 

Dalam pelnellitian ini, sistelmatika pelnullisan telrdiri atas 3 (tiga) bagian yaitul 

pelndahullulan, pelmbahasan dan pelnultulp. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini belrisikan telntang latar bellakang masalah, rulmulsan masalah, tuljulan 

pelnellitian selrta sistelmatika pelnullisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini belrisikan telntang pelnellitian telrdahullul, tinjaulan Pulstaka yang 

dijadikan peldoman dalam pelnyulsulnan pelnellitian, selrta konselp dan telori – 

telori yang dijadikan dasar pelmbahasan dalam melnganalisis masalah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini belrisikan meltodel pelnellitian, jelnis pelnellitian, sulmbelr data dan telknik 

pelmilihan informan selrta analisis data, 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini belrisi telntang hasil dan pelmbahasan pelrsoalan yang melnjadi fokuls 

ultama dalam karya ilmiah selrta telmulan yang dipelrolelh dari hasil pelnellitian 

telrselbult. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini belrisi telntang kelsimpullan dari hasil pelnellitian. Delngan kata lain, 

kelsimpullan tidak belrisikan rangkulman dari bab – bab dalam pelnellitian. 

Bagian akhir telrdiri dari : Daftar Pulstaka, Lampiran. 

  


